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PERATURAN MENTERI HUKUM

DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG

STANDAR LAYANAN BANTUAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

a.

bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang
untuk mendapatkan bantuan hukum dan bertanggung
jawab terhadap pemberian bantuan hukum yang
dilaksanakan dengan memenuhi asas keadilan,
kesamaan kedudukan dalam hukum, keterbukaan,
efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas;

bahwa untuk menjamin pemberian bantuan hukum
dilaksanakan secara berkualitas dan memenuhi asas
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyusun
standar layanan bantuan hukum yang dituangkan dalam
sebuah peraturan perundang-undangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

tentang Standar Layanan Bantuan Hukum;
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Mengingat

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan
Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5248);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang
Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan
Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara
Republik Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5421);

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang
Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan
Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara
Republik  Indonesia Tahun 2015 Nomor 816)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42
Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian
Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
2130);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473)
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sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR LAYANAN
BANTUAN HUKUM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh
Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada
Penerima Bantuan Hukum.

Standar Layanan Bantuan Hukum yang selanjutnya
disebut Starla Bankum adalah tolok ukur yang
dipergunakan sebagai pedoman dalam pemberian
layanan Bantuan Hukum.

Standar Operasional Pemberian Layanan Bantuan
Hukum yang selanjutnya disebut Stopela Bankum
adalah pedoman teknis yang dibentuk dan diberlakukan
oleh pemberi bantuan hukum sebagai penerapan standar
layanan bantuan hukum.

Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan
Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi
layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
Pelaksana Bantuan Hukum adalah Advokat, Paralegal,
Dosen, dan/atau Mahasiswa Fakultas Hukum yang

terdaftar dalam Pemberi Bantuan Hukum.
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10.

(3)

(1)

Penyelenggara  Bantuan Hukum  adalah  Badan
Pembinaan Hukum Nasional selaku Unit Kerja
Kementerian Hukum dan HAM yang salah satu tugas
dan fungsinya terkait dengan pemberian bantuan
hukum.

Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok
orang miskin.

Panitia Pengawas Daerah adalah unit kerja khusus di
bawah koordansi kantor wilayah hukum dan ham yang
memiliki tugas dan fungsi pengawasan, pemantauan,
dan evaluasi terhadap penyelenggaraan bantuan hukum
di daerah.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
Kepala Badan adalah Kepala Badan Pembinaan Hukum

Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 2
Untuk menjamin kualitas layanan pemberian bantuan
hukum, Menteri menetapkan Starla Bankum.
Starla Bankum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. Starla Bankum litigasi; dan
b. Starla Bankum nonlitigasi.
Terhadap pelaksanaan Starla Bankum sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Menteri melalui Kepala Badan

melakukan pembinaan.

Pasal 3
Dalam rangka penerapan Starla Bankum, Pemberi
Bantuan Hukum berhak:
a. memperoleh informasi terkait data dan dokumen
untuk kepentingan penanganan perkara baik dari
Penerima Bantuan Hukum, Pemerintah maupun

dari Instansi lainnya;



(2)
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mendapatkan dokumen identitas, keterangan

domisili, dan surat keterangan tidak mampu dari

Penerima Bantuan Hukum;

mendapatkan keterangan yang sebenar-benarnya

dan selengkap-lengkapnya dari perkara yang

dihadapi oleh Penerima Bantuan Hukum;

menerima salinan dokumen yang terkait dengan

perkara dan diperlihatkan aslinya yang berguna

dalam proses pembuktian ataupun memperjelas

informasi yang disampaikan Penerima Bantuan

Hukum; dan

mendapatkan anggaran bantuan hukum yang

bersumber dari :

1. anggaran pendapatan dan belanja negara;

2. anggaran pendapatan dan belanja daerah; atau

3. sumber pendanaan lain yang sah, tidak
mengikat, dan  tidak melanggar ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka penerapan Starla Bankum, Pemberi

Bantuan Hukum berkewajiban:

a.

memberikan Pelatihan Starla Bankum kepada
Pelaksana Bantuan Hukum;

assessment kondisi kerentanan dan kebutuhan
hukum  Penerima  Bantuan Hukum  terkait
permasalahan yang dihadapi;

menjalankan layanan Bantuan Hukum sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;
memberikan informasi dan layanan Bantuan
Hukum yang mudah diakses;

tidak melakukan penelantaran kepada Penerima
Bantuan Hukum di tengah proses pemberian
layanan Bantuan Hukum;

tidak melakukan perbuatan yang mengurangi

integritas pemberian layanan Bantuan Hukum;



